
 

BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR 18 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 6 TAHUN 

2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  

DI KABUPATEN REMBANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI REMBANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan jumlah petugas 

pemungut pajak  yang mengakibatkan perubahan penerimaan 

besaran insentif maka ketentuan  tentang tata cara pemberian 

dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah di Kabupaten Rembang sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 

Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya diperlukan 

penyesuaian; 

  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di 

Kabupaten Rembang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Kabupaten di Lingkungan Propinsi 

Djawa Tengah; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3691); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

 

 

SALINAN 



 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5161); 

 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 

46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 61); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang  Tahun 2016 Nomor 128); 

 

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang (Berita 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  dengan  



Peraturan Bupati  Rembang  Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 

Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2012 Nomor 6); 

 

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 

Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI 

KABUPATEN REMBANG. 

 

Pasal 1 

 

Ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2011, Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah di Kabupaten Rembang Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 

(1) Prosentase insentif bagi masing-masing penerima adalah 

sebagai berikut :  

a. Bupati sebesar 15 % (lima belas persen) dari total 

insentif dalam tahun anggaran; 

b. Wakil Bupati sebesar 6 % (enam persen) dari total 

insentif dalam tahun anggaran; 

c. Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan 

pajak dan retribusi sebesar 79 % (tujuh puluh 

sembilan persen) dari total insentif dalam tahun 

anggaran. 

 

(2) Besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 01 Maret 2018 

 

BUPATI REMBANG, 

 

ttd 

 

 ABDUL HAFIDZ 

Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 01 Maret 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN REMBANG, 

 

ttd 

 

SUBAKTI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 19 
 


